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ABSTRAK 
 
 
NUR LIA HALIM (B11113065) “Pelayanan Perizinan Pada Kantor 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu Di Kabupaten 
Enrekang”. Di bawah bimbingan Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing I 
dan Naswar sebagai Pembimbing II. 
Penulisan skripsi  ini  bertujuan  Untuk Mengetahui Pelayanan Perizinan 
dikantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten 
Enrekang.Dan Untuk Mengetahui Penerapan Asas Kecepatan, 
Kemudahan, dan Keterjangkauan Pada Pelayanan Perizinan dikantor 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten 
enrekang.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan data 
premier dan data sekunder yang dikumpulkan  melalui  studi lapangan.  
Data  dianalisis  secara  kualitatif  dan  deskriptif. Lokasi penelitian 
dilakukan di Kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu. 
Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa Pertama Berdasarkan dengan 
Peraturan Bupati Enrekang nomor 6 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang 
Prosedur Pelayanan Perizinan Dikantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. Adapun Syarat penyelenggaraan perizinan merupakan hal pertama 
yang harus dipenuhi masyarakat agar permohonan izin yang diajukan kepada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Enrekang 
dapat diproses. Jadi sudah seharusnya syarat ini harus ada, tetapi bukan untuk 
memberatkan masyarakat. Kedua Sistem pelayanan perizinan di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) di Kabupaten 
Enrekang dapat dilihat dari mekanisme pelayanan perizinan dan Asas Hukum 
cepat, mudah, dan biaya ringan. Dengan melihat kedua hal tersebut di atas dan 
respon yang diberikan masyarakat Kabupaten Enrekang atas pelayanan yang 
diselenggarakan oleh BP2TPM menunjukkan bahwa pelayanan perizinan di 
Kabupaten Enrekang telah mengalami perbaikan namun masih memiliki 
kekurangan karena masih terdapat beberapa masyarakat yang mengeluh terhadap 
pelayanan yang dilakukan melalui penerapan sistem pelayanan perizinan terpadu 
satu pintu 
 
Kata   Kunci: pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
 Sejak reformasi bergulir di tanah air Indonesia, berbagai aspek 
kehidupan bangsa juga mengalami perubahan yang begitu besar mulai 
dari sistem tatananan kenegaraan hingga ke hal yang paling kecil dan 
mendasar. Reformasi sebagai suatu sistem pemerintahan Indonesia yang 
disuarakan saat itu dituntut sebagai sebuah sistem yang dapat 
mengakomidir seluruh tuntunan masyarakat yang semakin cerdas melihat 
dinamika bangsa, namun disaat yang bersamaan animo masyarakat 
terhadap sistem pemerintahan Indonesia mengalami masa yang paling 
sulit disatu sisi cita-cita kebangsaan yang tertuang dalam pembukaan 
undang-undang dasar berintegrasi dengan fenomena kebangsaan yang 
ada sehingga animo perubahan terhadap system pemerintahan Indonesia 
semakin baik pasca reformasi.  
 Salah satu hal yang menjadi pusat perhatian di era reformasi 
adalah sikap dan perilaku aparat pemerintahan yang ada pada 
birokrasi,mereka di tuntut untuk lebih professional dan lebih transparan 
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tanpa mencederai system 
yang berlaku demi tercapainya tujuan bersama sebagaimana yang telah 
termaktup dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Tujuan 
bersama ini hanya kana bisa dilakukan jika semua elemen menempatkan 
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posisinya sebagai pekerja professional di bidangnya dengan memberikan 
pelayanan yang prima mengingat bahwa salah satu faktor yang bisa 
menunjang tercapainya tujuan bersama adalah adanya kepercayaan yang 
terbangun di masing-masing elemen dengan sama-sama memberikan 
pelayanan yang baik. 
 Pada dasarnya system pemerintahan yang ada di Indonesia 
meletakan pelayanan sebagai dasar membangun hubungan birokrasi 
antara Negara dengan masyarakat yang mereka letakan dalam system 
pemerintahan.Pelayanan sebagai jembatan tercapainya tujuan bersama 
sudah pasti harus mendapatkan perhatian khusus demi tercapainya cita-
cita bangsa.Untuk itu birokrasi publik dituntut menjadi lebih professional 
dalam menjalankan tugasnya dan lebih bertanggung jawab mengingat 
pelayana publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi Negara 
yang terjemahkan dalam sikap dan perilaku aparat birokrasi.Dengan 
konsep seperti ini maka diharap adanya hubungan timbal balik yang 
terjadi antara masyarakat dengan pemerintah demi terwujudnya 
kesejahteraan bersama. 
 Setidaknya Negara dalam mewujudkan pelayanan prima dalam 
kesejahteraan masyarakat harus memenuhi empat kriteria seperti yang 
dikemukakan oleh Luthfi J. Kurniawan “Suatu negara dapat digolongkan 
sebagai negara sejahtera manakala telah memenuhi empat pilar utama, 
yaitu: social citizenship, full democrasy, modernindustrial relation system, 
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dan right to education and the expansion of modern mass education 
system”.1 
 Empat pilar yang dimaksud adalah kewarganegaraan sosial, 
demokrasi secara menyeluruh, sistem perindustrian yang modern, hak 
atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan masyarakat modern. 
Empat pilar tersebut akan berjalan dengan baik hanya jika diikuti oleh 
kebijakan sosial yang mampu melindungi hak-hak sosial rakyatnya, bukan 
hanya menyangkut distribusi kesejahteraan oleh negara untuk rakyatnya, 
tetapi jauh lebih penting dari hal itu adalah untuk membangun relasi sosial 
dalam bermasyarakat dan berbangsa. 
 Pada dasarnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 
kepada mashyarakat atas kebutuhan masyarakat secara kualitas dan 
kuantitas dalam kehidupan Negara atau system 
pemerintahaan.Pemerintah sebagai alat kelengkepan Negara wajib 
memberikan pemenuhan atas setiap kebutuhan masyarakat hal ini sangat 
diperlukan mengingat bahwa salah satu indicator keberhasilan dalam 
system pemerintahan yang dilakukan oleh para aparat birokrasi adalah 
adanya kepuasaan masyarakat atas pelayanan yang mereka peroleh, ini 
merupakan suatu titik ukur kebersahilan pelayanan dalam pelaksanaan 
birokrasi pemerintahaan. 
                                                          
 1Luthfi J. Kurniawan, Wajah Buram Pelayan Publik, Malang Corruption Wacth 
(MCW) Malang dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) Jakarta 2007, Hmn. 
39 
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 Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis 
karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di 
tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan 
ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. 
 Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan pelayanan publik dapat 
memperbaiki iklim investasi yang sangat diperlukan bangsa ini agar bisa 
segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.Buruknya 
pelayanan publik di Indonesia sering menjadi variabel yang dominan 
mempengaruhi penurunan investasi yang berakibat pada pemutusan 
hubungan kerja.Sayangnya, perbaikan-perbaikan pelayanan publik yang 
dilakukan tidaklah berjalan linier dengan reformasi yang dilakukan dalam 
berbagai sektor sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat 
menolong bangsa ini keluar dari berbagai krisis ekonomi belum terwujud, 
padahal pelayanan publik sering menjadi tolak ukur keberhasilan 
pemerintah. 
 Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan, 
masyarakat berhak mendapatkan kemudahan dalam setiap kegiatan 
pelayanan yang terjadi di birokrsi. Bahwa Negara melindungi segenap 
warga Negara terwujud dalam penjaminan pelayanan yang prima dan 
professional. 
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 Sebagai penyempurnaan Undang-undang No 32 tahun 2004 yang 
mengisyaratkan adanya prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan 
bertanggung jawab, UU Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa salah 
satu urusan wajib yang menjadikewenangan pemerintah daerah adalah 
pelayanan, baik itu pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan 
catatan sipil, pelayanan administrasi umum dan pemerintahan, dan 
pelayanan administrasi penanaman modal.  
Dalam pelaksanaan Pelayanan publik merupakan kewajiban 
pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode 
dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan 
dan keinginan publik. 
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada mayarakat yang masuk 
dalam kerangka negara Indonesia sebagai welfage state dengan tujuan 
bestuur zorg dan juga pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2009 
tentang pelayanan publik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus 
mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada 
masyarakat.2 
 Penyelenggaraan  pelayanan publik oleh aparatur pemerintah 
khususnya pelayanan di bidang perizinan dan masih dirasakan belum 
                                                          
2Nuria Siswi Enggarani.Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali.Surakarta:Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.2016.hal 16 
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sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat umum dan kalangan dunia 
usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh aparatur 
pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit - belit, tidak 
transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak - balik dari satu 
kantor ke kantor yang lain hanya untuk mengurus suatu layanan perizinan. 
Tentu saja hal ini membuat masyarakat  menjadi merasa dipermainkan 
oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara 
keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia masalah yang sering 
dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan 
izin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada 
akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini menyebabkan kepercayaan 
kepada pemerintah menurun. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Enrekang sebagai 
penyelenggara Perizinan dan terbentuk dari sebuah proses dalam rangka 
pemerintah Kabupaten Enrekang mencari pola yang terbaik  dalam 
memberikan pelayanan Perizinan dan kepada masyarakat. Proses 
tersebut diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu 
(UPT)pemerintah Kabupaten Enrekang.  Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2011 tentang pencabutan beberapa perda termasuk tentang 
retribusi daerah, yang dilaksanakan/disesuaikan dengan proses 
pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten 
Enrekang. Karena UPT mengandung beberapa kelemahan, yang 
diantaranya masih diproses pelayanan perizinan dan di SKPD terkait, 
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biaya yang tinggi selanjutnya dilakukan terobosan untuk membentuk 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah rangka terwujudnya lembaga 
yang ( BES ) “Badung Excelent Service”, dimana pelayanan kepada 
masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan dapat dilaksanakan 
pada 1 ( satu ) pintu, dengan mekanisme, persyaratan, biaya, dan waktu 
yang transparan untuk kesempurnaan pelayanan kepada masyarakat. Hal 
ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 
Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu satu 
pintudan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 
188.32/498/V/Bangda tentang Petunjuk pelaksanaan Permendagri Nomor 
24 Tahun 2006 yang memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan 
pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan 
terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam 
pelayanan publik.3 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pengaturan Pelayanan Perizinan dikantor Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang ? 
2. Bagaimana Penerapan Asas Kecepatan, Kemudahan,dan 
Keterjangkauan Pada Pelayanan Perizinan dikantor Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang ? 
 
                                                          
3SumberBerita:http://bppt.badungkab.go.d/hal–latarbelakang.html#ixzz4Qpgs12GN, 
Hari Jumat Tgl 20 Januari 2017, Pukul 19:30 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk Mengetahui Pelayanan Perizinan dikantor Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang 
2. Untuk Mengetahui Penerapan Asas Kecepatan, Kemudahan, dan 
Keterjangkauan Pada Pelayanan Perizinan dikantor Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten enrekang  
D. Kegunaan Penelitian 
a. SecaraTeoritis 
1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah 
dalam Pelayanan Perizinan dikantor Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang.. 
2) Menambah   khasanah   kepustakaan   yang   berhubungan   
dengan penelitian dibidang Pelayanan Perizinan. 
3) Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi 
pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat terhadap 
perkembangan ilmu hokum pada umumnya dan hokum tata 
Negara pada khususnya.  
b.SecaraPraktis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam 
penerapan asas kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan di 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
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Kabupaten Enrekang. 
2) Hasil penelitianini di harapkan dapat memberikan jawaban atas 
permasalahanyangditeliti. 
3) Hasil penelitianini dapat memberikan masukan dan sumbangan 
pemikiran bagi pemerhati Hukum Tata Negara serta dapat 
meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan 
dibidang Ilmu Hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pelayanan Perizinan 
1. Pengertian Pelayanan 
Menurut sampara Lukman yang dikutip oleh Lijan Sinambela, 
Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara 
fisik, dan menyediakan keputusan pelanggan.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan Pelayanan 
sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. 
Dalam Pengertian lain, Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian 
kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan 
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh 
organisasi dalam masyarakat. 
Berdasarkan pemaparan yang dikemukanakan di atas bahwa 
pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara 
penerima dan pemberi layanan yang menggunakan peralatan berupa 
organisasi atau lembaga perusahaan. 
2. Perizinan 
a. Pengertian Perizinan 
Tidaklah mudah memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan 
izin, demikian menurut Sjahran Basah. Pendapat yang dikatakan Sjahran 
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agaknya sama yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan Van 
Der Pot. 
“Het is ulters moelijk voor begrip vergunning een definite te vinen,” 
(sangat sukar membuat defenisi untuk menyatakan pengertian izin itu ).4 
Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat 
persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan 
terhadap obyek yang didefenisikan. Sukar memberi definisi, bahkan 
ditemukan sejumlah defenisi yang beragam. Sebelum menyampaikan 
beberapa defenisi izin dari beberapa pakar, terlebih dahulu dikemukakan 
beberapa istilah lain yang sedikit hanya memiliki kesejajaran dengan izin, 
yaitu dispensasi, konsensi, lisensi. Dispensasi adalah kuputusan 
administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan 
peraturan yang hendak menolak perbuatan tersebut.5 WF.Prins 
menyatakan bahwa Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang 
menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak 
berlaku bagi suatu hal yang istimewa.6 Menurut Ateng Syafruddin, 
Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara 
normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan peralangan 
dalam hal yang khusus. Lisensi adalah sutu izin yang memberikan hak 
untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk 
menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk 
                                                          
4Kutipan dari E.Utrecht pada buku Hukum Administrasi Negara,Ridwan HR 
(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2007), hal.205 
5Ridwan HR., Op.cit.,hal 205 
6WF.Prins dan R.Kosim Adisapoetra dalam buku Hukum Administrasi Negara,dalam 
Ridwan HR (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2007),hal 205. 
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menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. 
Sementara itu Konsensi Merupakan suatu izin berhubungan dengan 
pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali 
sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi 
oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraan kepada Konsesionaris 
(pemberi izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapt berupa 
kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberi status tertentu 
dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.7 
Mengenai Konsensi ini, E,Utrecht menyatakan bahwa kadang-
kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang 
penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu objek 
hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah, suatu 
keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang 
bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuatu suatu konsesi. 
Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsensi, dan lisensi 
dibawah ini akan disampaikan beberapa defenisi izin. 
Ateng Syafruddin Mengartakan bahwa izin bertujuan dan berarti 
menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.8 
Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi 
negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkret 
                                                          
7Ateng Syafruddin,Perizinan untuk berbagai kegiatan,Makalah tidak dipublikasikan 
pada buku Hukum Administrasi Negara,dalam Ridawn HR (Jakarta:PT PersadaGrafindo 
Persada,2007).,hal 206 
8Ibid., hal 207 
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berdasarkan persayaratan dan prosedur sebagaiman ditetapkan oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan.9 
E.Utrecht menyatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya 
tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya 
asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal 
konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan 
tersebut suatu izin. 
Bagir Manan menyatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu 
persetujuan dari penguasaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan 
tertentu yang secara umum dilarang.10 N.M.Speit dan J.B.J.M ten Barge 
membagi pengertian dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut : 
Izin dalam arti luas merupakan salah satu instrumen yang paling 
banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan 
izin sebagai sarana yuridis untk mengemudikan tingkah laku para warga. 
Izin ialah suatu persetujuan dari pengusaan berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu mentimpang dari 
ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, 
penguasa memperkenankan orang yang memohonnya melakukan untuk 
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini 
                                                          
9Sjahran Basah,Pencabutan Izin salah satu Sanksi  Hukum Administrasi,Makalah pada 
Penataran Hukum aAdiministrasi dan Lingkungan.dalam buku  Hukum Administrasi 
Negara,dalam Ridwan HR(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007),hal 208 
10Bagir Manan,Ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan penyelenggaraan hak 
kemerdekaan berkumpul ditinjau dari perspektif UUD 1945, Jakarta 1995,hal 8 dalam tulisan 
Ridwan HR,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007),jal 208 
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menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentigan umum 
mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari 
pengertian izin. 
Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu 
peraturan izin pada umumnya didsarakan pada keinginan pembuat 
undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk 
menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah untuk 
mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak 
seluruhnya dianggap tercelah, namun dimana ia mengiginkan dapat 
melakukan pengawasan sekadarnya. 
Hal yang pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu 
tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam 
ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan memperkenankan dapat 
dengan teliti diberikan batas-batasan tertentu bagi tiap kasus. 
Jika dibandingkan secara sekilas, pengertian izin dengan konsensi 
itu tidak berbeda. Masing-masing berisi perkenaan bagi seseorang untuk 
melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam pengertian sehari-hari, kedua 
istilah ini digunakan secara sama seperti disebutkan M.M. van Praag 
“Pengertian perizinan dan konsensi keduanya digunakan untuk 
suatu bentuk hukum yang sama, pemegang izin disebut juga 
konsensionaris.11 
                                                          
11N.M.Spelt dan J.B.J.M.ten Berge,pengantar Hukum Perizinan,disunting oleh Philipus 
M.hadjon,Yuridika,Surabaya,1993.hal 2-3. Teruang dalam buku karangan Ridwan HR,Hukum 
Administrasi Negara,(Jakarta:PT RagaGrafindo Persada,2007),hal 208 
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Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat 
disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah persegi satu 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada 
peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. 
b. Unsur-Unsur Perizinan 
Dari pengertian diatas ada beberapa unsur dalam perizinan, 
sebagai berikut : 
1. Instrumen Yuridis 
Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah 
tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga 
mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan wewenang 
pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan 
tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka 
melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang 
dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul 
beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individiual 
dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan, sesuai dengan sifatnya, 
individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari 
instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,12 atau 
sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.13 Salah satu 
wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan 
                                                          
12Sjahran Basah,Pencabutan Izin salah satu Sanksi  Hukum Administrasi,Makalah pada 
Penataran Hukum aAdiministrasi dan Lingkungan.dalam buku  Hukum Administrasi 
Negara,dalam Ridwan HR(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007),hal.211 
13Philips M.Hardjon dalam tulisan Ridwan HR,(Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada,2006),hal 211 
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izin, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni 
ketetapan yang menimbulkan hal baru yang sebelumnya tidak dimiliki 
oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu,14 atau 
ketetapan yang memeperkwnnkan sesuatu yang sebelumnya tidak 
dibolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis 
dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan 
oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa 
konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan 
persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, 
sebagaimana yang telah disebut diatas. 
2. Peraturan Perundang-undangan 
Salah satu dari prinsip negara hukum adalah pemerintah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap 
tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi 
pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada 
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.15 
Perbuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan 
hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada 
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 
menjadi atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar 
                                                          
14Pendapat C.J.N.Versteden yang dikutip Ridwan HR dalam bukunya,Hukum 
Administrasi Negara,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007),hal.211 
15F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek dalam Hukum Administrasi Negara,(Jakarta:PT 
RajaGrafindo Persada,2007),hal 212 
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wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, 
dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada 
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin 
menjadi tidak sah. 
Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan 
izin itu ditentukan dengan tegas dalam peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi, 
dalam penerapannya, Menurut Marcus Lukman, kewenangan 
pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau 
berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi 
kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-
hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang : 
a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat 
diberikan kepada pemohon. 
b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut. 
c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau 
penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
d. Prosedur apa yang harus diikuti atau yang harus dipersiapkan 
pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerima 
maupun penolakan pemberian izin.16 
                                                          
16Pendapat Marcus lukman yang dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum 
Administrasi Negara,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007),hal 213 
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3. Organ Pemerintah 
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan 
pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut 
Sjahran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan 
pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara 
tinggi(Presiden) sampai dengan adminkistrasi negara terendah(Lurah) 
berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi 
negara(termasuk instansinya) pemberian izin, yang didasarkan pada 
jabatannya baik ditingkat pusat maupun di daerah.17 
Terlepas dari beragamnya organ pemerintah atau administrasi 
negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya 
boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Munurut N.M.Speit dan 
J.B.J.M. ten Berge, keeputusan yang memberikan izin harus diambil oleh 
organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalh organ-organ 
pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada 
tingkat penguasaan nasional (seorang mentri) atau timgkat penguasaan-
penguasaan daerah.18 
Beragamnya organ pemerintah yang berwenang memberikan 
izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin 
tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak 
dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi 
                                                          
17Sjahran Basah,Pencabutan Izin salah satu Sanksi  Hukum Administrasi,Makalah pada 
Penataran Hukum aAdiministrasi dan Lingkungan.dalam buku  Hukum Administrasi 
Negara,dalam Ridwan HR(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007),hal 213 
18Pendapat N.M.Spelt dan j.B.J.M.ten Berge yang dikutip oleh Ridwan HR dalam 
bukunya Hukum Administrasi Negara,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007),hal 214 
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perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang 
membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki 
kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut Soehardjo, pada 
tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan 
yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan 
birokrasi. Keputusan-keputusan pejabatan sering membutuhkan waktu 
lama.Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, 
yang mengandung arti peniadaan peraturan perundang-undangan yang 
dipandang berlebihan.  Karena peraturan perundang-undangan yang 
berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan 
pemerintah atau negara, deregulasi itu pada dasarnya bermakna 
mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan 
kemasyarakatan tertentu terutama di bidanh ekonomi sehingga deregulasi 
itu bermakna debirokratiosasi.19 
Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dana 
debirokratisasi merupaka kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang 
umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan kerena itu 
deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas yang terdapat 
dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Deregulasi dan Debirokratisasi 
dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal berikut : 
                                                          
19Soehardjo dalam Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada,2007),hal.214 
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a. Jangan sampai menghilangkan esensi dan sistem perizinan itu 
sendiri, terutrama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan 
tertentu. 
b. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis 
administrasi dan financial 
c. Deregulasi dan Debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal 
prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar perizinan. 
d. Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asa-asas 
umum pemerintahan yang layak. 
4. Peristiwa Konkret 
Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang 
berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi 
peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang 
terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertenty dan fakta 
hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan 
keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai 
keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara 
prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin,, macam izin, dan 
struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Berbagai jenis izin dan 
instansi pemberian izin dapat berubah seiring dengan perubahan 
kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin 
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tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam 
setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. 
5. Prosedur dan Persyaratan 
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur 
tertentu  yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping 
harus menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan 
secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan 
persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, 
dan instansi pemberi izin. 
Menurut Soehino, syrat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan 
kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau 
tingkah laku tertentu yang dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu 
ditentukan suatu prbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat 
dikenakan sanki. Bersifat Kondisional, karena penilaian tersebut  baru ada 
dan dapat dapat dilihat serta dapat dapat dinilai setelah perbuatan atau 
tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.20 Penentuan prosedur dan 
persyratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. 
Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan 
prosedur dan persyaratan sesuai kehendaknya sendiri secara sewenang-
wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar daru perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah 
tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak 
                                                          
20Soehino dalam bukunya Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara,(Jakarta:PT 
RajaGrafindo Persada,2007),hal 217 
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dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan 
bersangkutan. 
B. Fungsi dan Tujuan Perizinan 
Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah 
untuk mempengaruhi para warga mau mengikuti cara yang dianjurkan 
guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagaimana suatu instrumen, izin 
berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, 
perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. 
Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat 
adil dan makmur  itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang 
terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin 
itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai 
instrument pengendalian dan instrument untuk mewujudkan yang adil dan 
makmur, sebagaiman yang diamanatkan dalam pembukaan alinea 
keempat pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah 
semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
C. Bentuk dan Isi Izin 
Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin 
selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagaimana ketetapan tertulis, 
secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut : 
a. Organ yang berwenang 
Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari 
kepala surat dan penandatangannanya izin akan nyata organ mana yang 
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memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ 
berwenang dalam sistem perizinan, orang paling berbekal mengenai 
materi dan tugas bersangkutan, dan hampir yang selalu terkait adalh 
organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang 
tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintah tertentu 
yang berwenang. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam 
kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan 
defenisi. 
b. Yang Dialamatkan 
Izin diajukan kepada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir 
setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh 
karena itu, keputusan yang membuat izin akan dialamatkan pula kepada 
pihak memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam 
hal-hal tertentu,kepentingan tentang izin juga penting bagi pihak yang 
berkepentingan. Artinya ada pihak pemerintah selaku pemberi izin harus 
juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki 
keterkaitan dengan pengguna izin tertentu. 
c. Diktum 
Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus 
memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagi 
keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh 
keputusan, dinamakan diktum. Yang merupakan inti dari keputusan, 
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setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu. 
d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat 
Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung 
ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan 
keputusan yang memiliki izin ini. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak 
terdapat dalam oraktik hukum administrasi. 
Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat 
pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintah 
harus memutuskan tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk 
keputusan memberi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. 
Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara 
praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang diberikan. Pembatasan-
pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat 
dengan cara lain. 
e. Pemberi Alasan 
Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan 
ketentuanundang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan 
penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan 
pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ pengiasa dan yang 
berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang 
berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa 
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yang harus dilakukana dalam hal mereka menyetujui keputusan yang 
bersangkutan. 
B.Pelayanan Publik 
 Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan publik 
bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
terpisahkan dengan kehidupan manusia.21 
 Menurut  Budiman Rusli bahwa selama hidupnya, manusia selalu 
membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurut sesuai dengan life cycle 
thory of leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia 
pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia 
pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.22 
 Pelayanan publik merupakan saah satu tugas penting yang tidak 
dapat diabaikan oleh pemerintah daerah, sebab jika komponen pelayanan 
terjadi stagnasi maka hamper dipastikan semua sector akan berdampak 
kemacetan, oleh sebab itu perlu adanya perencanaan yang baik dan 
bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai 
dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada 
pemerintah daerah. Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan 
                                                          
21Lijen Poltak Sinambela dkk, 2006.ReformasiPelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan 
Implementasi, Bumi Aksara, hlm 3 
22Ibid.,Hlm 4-5 
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prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya 
saing daerah.23 
 Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintahan 
seringkali cenderung rumit seperti hal ini sangat berpengaruh pada 
kualitas pelayanan publik.Jadi tidak heran jika sering mendengar tuntutan 
perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah, menyangkut 
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.Rendahnya mutu 
pelayanan publik merupakan citra buruk pemerintah ditengah masyarakat, 
bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu 
mengeluh, dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam 
memberikan pelayanan. 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
  Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) 
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah 
ditetapkan.Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.24 
                                                          
23 Pasal 349 (1) UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
24KEPMENPAN NO 63/KEP/M.PAN/7/2003 
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  Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
publik adalah:25 
“Pelayan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  
 Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan 
dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan Negara.Negara 
didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pada hakikatnya Negara dalam 
hal ini pemerintah (birokrasi) haruslah dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
 Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu 
perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi Negara.Pelayana 
publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan 
masyarakat (warga negara) dari suatu Negara kesejahteraan. 
 Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, birokrasi 
public harus dapat memberikan layanan public yang lebih professional, 
efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive, dan 
adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti 
                                                          
25Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1 
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meningkatkan kapasitas individu dana masyarakat untuk secara aktif 
menetukan masa depannya sendiri.26Arah pembangunan kualitas 
manusia tadi adalah memebrdayakan kapasitas manusia dalam arti 
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 
mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mengatur dan 
menetukan masa depannya sendiri. 
Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada 
masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat Negara 
sebagai pelayanan masyarakat. Karna itu, kedudukan aparatur 
pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karna akan sangat 
menentukan sejauhmana Negara telah menjalankan perannya dengan 
baik sesuai dengan tujuan pendirianny. 
 Sehubungan dengan kewajiban melaksanakan pelayanan public 
bagi pemerintah, menyatakan bahwa27 
 “Setiap orang mempunyai hak begitu juga 
kewajiban.Sebagaimana seorang warga Negara, setiap orang 
mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dari 
pemerintah.Tiap orang juga berhak memperoleh perlindungan hokum 
dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat tata usaha Negara 
sendiri.” 
                                                          
26Effendi dalam Widodo. 2005. Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Govermance, 
Makalah disampaikan pada lokakarya nasional Reformasi Birokrasi diselengarakan kantor 
Mentri Negara PAN 22 Seotember 
27Sipayung, 1989. Pejabat Sebagai Calon tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, 
Jakarta CV. Sri Rahayu, hlm 55 
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 Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan 
publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:28 
1) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan 
oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau 
jasa public yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya 
rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik 
swasta. 
2) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan 
oleh organisasi public. Yang dapat dibedakan lagi menjadi: 
a) Yang bersifat primer adalah semua penyediaan 
barang/jasa public yang diselenggaraka oleh pemerintah 
yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya 
penyelenggaraan dan openguna/klien mau tidak mau 
harus memanfaatkannya. 
b) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan 
barang/jasa public yang diselenggarakan oleh pemerintah, 
tetapi yang didalamnya penggunaan/klien tidak harus 
mempergunakannya karena adanya beberapa 
penyelenggaraan pelayanan. 
 
 
                                                          
28http://id.wikipedia.org/wiki/pelayananpublik, diakses pada tanggal 7 maret 2017 
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2.  Prinsip Pelayanan Publik 
 Menurut Ibrahim terdapat enam prinsip-prinsip pelayanan 
publikdiantaranya : 
1. Persamaan keuntungan dan logika usaha pelanggan mersakan 
kualitas pelayanan sehingga memberikan keuntungan. 
2.Kewenangan dalam pengambilan keputusan harus 
didesentralisasikan sedapat mungkin antara organisasi dan 
pelanggan. 
3. Fokus Perorganisasian 
Organisasi harus terstruktur dan berfungsi, sehingga tujuan 
utama untuk menggerakkan sumber-sumber dapat mendukung 
garis depan operasional. 
4. Kontrol/Pengawasan 
Pemimpin dan pengawasan harus memperhatikan dorongan 
semangat dan dukungan kepada setiap karyawan. 
5. Sistem penghargaan/ganjaran 
Wujud kualitas yang dirasakan pelanggan merupakan focus dari 
system penghargaan/ganjaran. 
6. Fokus Pengukuran 
Kepuasan pelanggan dengan focus pelayanan harus menjadi 
focus dan oengukuran yang ingin dicapai.29 
                                                          
29Ibrahim,Amin. 2008. Teori dan Konsep pelayanan Publik serta implementasinya, 
Jakarta: Mandar Maju 
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 Dalam Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terdapat 
prinsip pelayanan publik yaitu : 
1) Kesederhanaan 
Prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilsanakanan 
2) Kejelasan 
Yaitu persyaratan teknis administratif pelayanan publik, unit kerja 
atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab memberikn 
pelayanan dan penyeleaaiian keluhan atau persoalandalam 
pelayanan public, serta rincian biaya pelayanan dan tata cara 
pembayaran. 
3) Kepastian Hukum 
Yaitu pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 
telah ditentukan. 
4) Akurasi produk pelayanan public diterimah dengan benar, tepat, 
dan sah 
5) Keamanan 
Yaitu proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman 
dan kepastian hokum. 
6) Tanggung jawab 
Pimpinan penyelenggaraan pelayanan public atau pejabat yang 
ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaiaan keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan 
oelayanan publik. 
7) Kelengkapan Sarana dan Prasarana 
Yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 
pendukung lainnya yang memadai termaksud penyediaan sarana 
teknologi telekomunikasi dan informatika. 
8) Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta saran pelayanan 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat. 
9) Kedisiplinan, kesopanan dan Keramahan 
Yaitu pemberi pelayanan harus bersufat disiplin, sopan santun, 
ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
10) Kenyaman, pelayanan harus tertib, teratur disediakan ruang tunggu 
yang nyaman, brsih, rapi serta dilengkapi fasilitas pendukung 
pelayanan seperti tempat parker, toilet dan tempat sampah.30 
 
 
 
                                                          
30Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003  
Pedoman Pelayanan Publik 
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3. Standar Pelayanan Publik 
 Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi : 
1) Prosedur Pelayanan 
Merupakan salah satu dari standar pelayanan.Prosedur 
pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan public, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi 
permasalahan dikemudian hari. 
2) Waktu Penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 
pengaduan. 
3) Produk Pelayanan 
Hasil pelayanan akan diterimah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan. 
4) Biaya pelayanan 
Termasuk rinciannya harus ditentukan secara konsisten dan 
tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan menimbulkan 
ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi 
pelayanan. 
5) Sarana dan Prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 
oleh penyelenggara pelayanan public sangat menentukan dan 
menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. 
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6) Kompetensi Petugas dari Pemberi Pelayanan 
Harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, 
keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar 
pelayanan yang diberikan bermutu.31 
4. Unsur-unsur Pelayanan Publik 
 Terdapat empat (4) unsur penting dalam proses pelayanan  publik, 
yaitu: 
1. Penyediaan layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu 
layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam 
bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa. 
2. Penerimaan layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai 
konsumen atau konsumen yang menerima  berbagai layanan dari 
penyediaan layanan. 
3.Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh 
penyediaan layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyediaan 
harus mengacu pada tujuan layanan, yaitu kepuasan 
pelanggan.32 
                                                          
31Rahardjo Adisasmita, 2009. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Penerbit 
PPKED : Makassar 
32 Barata, Atep. 2004. Dasar-daaar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media. Komputindo 
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5.Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik 
Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas 
menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada 
masyarakat.Adapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah 
terdiri dari berbagai macam bentuk. 
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 
Tahun 2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu: 
1. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang 
menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan 
oleh masyarakat atau publik. Misalnya status kewarnegaraan, 
kepemilikan, dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP. 
2. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan publik. Misalnya 
penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain. 
3. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan, 
pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-
lain33. 
6.Prosedur Pelayanan Publik 
Untuk menyusun prosedur pelayanan dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
                                                          
33Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 
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a. Identifikasi langkah-langkah aktivitas dalam memberikan satu 
jenis pelayanan, mulai dari awal sampai selesainya pelayanan 
dilaksanakan. 
b. Identifikasi dimulai dari aktifitas yang dilakukan oleh pelanggan 
ketika akan mengajukan suatu jenis pelayanan tertentu kepada 
unit penyediaan pelayanan. 
c. Identifikasi aktivitas proses pengolahan pelayanan dimulai dari 
ketika petugas menerima pelanggan yang akan mengajukan 
pelayanan, sampai dengan aktivitas penyampaian produk 
pelayanan setelah selesai diproses oleh pihak unit penyediaan 
pelayanan. 
d. Membuat alur proses setiap aktivitas tersebut secara sekuens. 
Alur proses ini nantinya akan merupakan alur yang harus dilalui, 
makin cepat pelayanan dan alur untuk proses pengelolaan 
pelayanan.34 
E.  Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
pemerintah Kabupaten Enrekang mengambil suatu kebijakan dengan 
membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 22 
Oktober 2008, diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 
6 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja 
lembaga teknis daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu 
                                                          
34www.slideshare.net/mobile. diakses pada tanggal 8 maret 2017, Pukul 20:15 
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pencerminan pemerintah kabupaten untuk menciptakan iklim, mendorong 
kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah, penyelenggaraan dan 
pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat sehinggah adanya 
keterpaduan perizinan, akhirnya masyarakat dapat menerima pelayanan 
yang lebih sederhana. Dalam rangka implementasi Permendagri No.24 
tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
pintu, ide dasar kebijakan ini adalah mengintegrasikan seluruh proses 
perizinan kedalam satu system pelayanan terpadu satu pintu. 
 Secara umum Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Enrekang dimaksudkan untuk mewujudkan visi, misi, strategi, kebijakan, 
program pelayanan publik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsii 
pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut : 
a) Meningkatkan kualitas layanan publik 
b) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan publik 
c) Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan member 
pelayanan, mudah, cepat, aman dan sejahtera.35 
Kantor pelayanan terpadu satu pintu (KPTSP) merupakan unsur 
pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala 
                                                          
35 Peraturan Daerah kabupaten Enrekang Nomor 6 tahun 2008 
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kantor yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati.36 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelengaaran 
Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau 
Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki 
kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen 
yang dilakukan dalam satu tempat. 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu 
program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, 
memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai 
upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik dan 
dicanangkan sejak Tahun 2008. 
 Badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman 
modal dibentuk berdasarkan peraturan daerah no 3 tahun 2007 tentang 
pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpadu satu 
pintu (KPTSP) Kab Enrekang. Dalam peraturan daerah no.3 tahun 2007 
pasal, 2 dan 3 disebutkan tentang tugas dan fungsi KPTSP, yaitu KPTSP 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan 
perizinan dan non perizinan sesuai batas kewenangan yang diberikan. 
                                                          
36 Peraturan Daerah kabupaten Enrekang Nomor 03 tahun 2007 
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 Dalam melaksanakan tugasnya KPTSP menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut : 
a) Melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan dengan 
mengacu pada prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 
keamanan berkas. 
b) Mengadakan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan 
perizinan dan non perizinan. 
c) Memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah 
daerah dibidang tugasnya. 
d) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan, 
informasi pelayanan dan pengaduan masyarakat. 
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atas kebijakan 
Bupati. 
f) Pelaksanaan tugas pembantu dari pemerintah pusat yang menjadi 
tanggung jawabnya.37 
  Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan 
Daerah yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan yang ada 
pada unit kerja yang lain beralih pengelolaannya pada KPTSP dengan 
sendirinya dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini. 
 
 
 
       
 
 
                                                          
37 Peraturan Daerah kabupaten Enrekang Nomor 03 tahun 2007 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait 
dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis 
melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang, pengumpulan data dan 
informasi terkait penulisan skripsi ini akan dilakukan di Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang. 
 
B.Populasi  dan Sampel Penelitian 
Menurut buku metode Penelitian Sugiyono populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. 
Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 
wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 
Populasi dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau individu yang paling 
sedikit mempunyai sifat yang sama. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Masyarakat 
yang ada di Kabupaten Enrekang. 
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Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi dijelaskan dalam buku Metode Penelitian oleh Sugiyono. 
Meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-
kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan 
dari populasi. 
Teknik pengumpulan data sampel ini biasanya didasarkan oleh 
pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana 
sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun 
cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara purposive 
sampling. Hal ini didasarkan dengan subjek bukan didasarkan strata, 
random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam 
Metode Penelitian oleh Sugiyono menjelaskan bahwa purposive 
samplingadalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 
Dalam hal ini penulis mengambil sampel dalam berdasarkan pengamatan 
dilapangan. 
Berdasarkan pendapat diatas, maka penentuan sampel yang diambil 
oleh penulis adalah 20 orang yang berada di Kecamatan Alla. 
 
C. Jenis dan Sumber data 
 Dalam pengumpulan data-data dan informasi  yang diperlukan dalam 
penulisan ini maka data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder, yakni : 
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1.  Data Primer 
 Yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau 
lapangan penelitian melalui wawancara dengan instansi yang 
bersangkutan. 
2.  Data Sekunder 
 Yaitu, diperoleh dari sumber dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, penelahan studi 
ke perpustakaan dan sebagainya. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis menggunakan jenis 
pengumpulan data sebagai berikut : 
1.  Wawancara 
 Pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan 
secara langsung kepada objek instansi yang akan dituju. 
2.  Penelitian Kepustakaan 
 Merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk 
mengumpulkan berbagai data meliputi bahan pustaka yang 
bersumber dari buku-buku, skripsi orang lain, serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Dokumentasi dari  instansi yang terkait dengan penelitian ini. 
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E. Analisis Data 
 Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data 
primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif. 
Maka data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses 
pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap 
telah cukup maka kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara 
deduktif yaitu dengan berlandaskan pada dasar-dasar pengetahuan 
umum lalu meneliti persoalan yang dapat bersifat khusus. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Perizinan Dikantor Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang 
 Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
Pemerintah Kabupaten Enrekang mengambil suatu kebijakan dengan 
membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) pada tanggal 
22 Oktober 2008, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang 
Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan 
salah satu pencerminan pemerintah kabupaten untuk menciptakan iklim, 
mendorong ke arah terciptanya keseragaman pola dan langkah, 
penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada 
masyarakat sehingga adanya keterpaduan perizinan, akhirnya masyarakat 
dapat menerima pelayanan yang lebih sederhana, jelas dan pasti, aman, 
transparan, efisien ekonomis, adil dan merata, tepat waktu dan 
terkoordinasi dalam satu kantor.38 
 Dalam rangka implementasi Permendagri No. 24 tahun 2006 
tentang pedoman penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ide 
dasar kebijakan ini adalah mengintegrasikan seluruh proses perizinan 
kedalam satu sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau sering disebut 
                                                          
 38 https://kptsp.wordpress.com/2011/02/26/hello-world/ 
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sebagai One Stop Services (OSS), menyelenggarakan prosedur, perizinan 
dan mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) untuk 
mempercepat proses pelayanan. 
a. Pengaturan Prosedur Pelayanan Perizinan Dikantor 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 Adapun Pengaturan prosedur pelayanan Perizinan Dikantor 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain:39 
 
                                                          
 39 https://kptsp.wordpress.com/prosedur-pelayanan/ 
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 Alur prosedur pelayanan Perizinan Dikantor Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang 
1) Pemohon mendatangi bagian informasi untuk memperoleh 
informasi seputar izin yang akan di butuhkan beserta syarat-
syaratnya; 
2) Bagian informasi memberikan formulir pendaftaran untuk diisi 
oleh pemohon;  
3) Pemohon mengajukan formulir pendaftaran dan berkas 
permohonan di loket pendaftaran; 
4) Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa 
kelengkapan berkas permohonan, berkas yang lengkap akan 
diregistrasi dan selanjutnyapemberian nomor register dan tanda 
terima sedangkan berkas yang tidak lengkap akan 
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 
5) Loket Pelayanan (Seksi Administrasi Pelayanan dan 
Perencanaan Perizinan) akan mengadakan validasi dokumen 
berkas, jika dinyatakan valid maka dijadwalkan untuk 
mengadakan rapat dan peninjauan lapangan Tim Teknis. 
6) Sub Bagian Tata Usaha membuat surat tugas 
peninjauanlapangan. 
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7) Tim Teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat 
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan mengadakan 
Rapat Tim Teknis, apabila : 
a. Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan 
dalam rekomendasi Tim Teknis. 
b. Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan dikembalikan 
disertai surat alasan yang diketahui oleh Tim Teknis. 
8) Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya 
berupa BAPL, SKRD dan SSRD di Loket Pelayanan untuk 
diproses lebih lanjut. 
9) Selanjutnya Loket Pelayanan melakukan input data dan 
pencetakan naskah surat izin. 
10) Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan koreksi dan paraf 
Surat Izin. 
11) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal melakukan penandatanganan surat izin.  
12) Pemohon melakukan pembayaran Retribusi di Loket Bank 
Sulsel berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dari tim 
teknis. 
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b. Pengaturan Persyaratan Pelayanan Perizinan Dikantor 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Dalam penyelenggaraan perizinan, sebelum di prosesnya izin yang 
diajukan masyarakat, maka penyedia layanan dalam hal ini pemerintah 
perlu menetapkan persyaratan yang merupakan ketentuan-ketentuan 
yang wajib dipenuhi pemohon agar permohonan perizinan dapat diproses. 
Selama ini syarat penyelenggaraan perizinan baik itu izin mendirikan 
bangunan (IMB) maupun izin usaha (SIUP) selalu dianggap berat oleh 
masyarakat, di karenakan terlalu banyak atau terlalu sulit terpenuhi, hal ini 
karena dalam sistem pelayanan perizinan tidak terpadu pemohon harus 
mendatangi banyak kantor dan dengan syarat yang terkadang tumpang 
tindih. Melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu pemerintah berupaya 
melakukan perubahan dalam hal persyaratan agar lebih memudahkan 
masyarakat dalam melakukan permohonan perizinan. 
Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Enrekang, syarat 
dalam penyelenggaraan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Enrekang untuk izin mendirikan 
bangunan (IMB) dan izin usaha (SIUP), tanda daftar perusahaan, dan izin 
gangguan/izin tempat usaha yaitu:  
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Syarat penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):  
1. Mengajukan permohonan surat izin mendirikan bangunan 
(IMB) yang ditujukan kepada Bupati Enrekang, Cq: Kepala 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
dengan materai Rp. 6000,-;  
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon IMB;  
3. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang 
diketahui Kepala lingkungan/Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan 
camat setempat;  
4. Fotocopy bukti pelunasan SPPT PBB tahun berjalan;  
5. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.  
6. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) mengenai batas-batas 
dan garis sempadan bangunan;  
7. Gambar rencana bangunan sebanyak 2 (dua) rangkap;  
8. Foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 
Syarat penyelenggaran Izin Usaha Perdagangan (SIUP):  
1. Mengisi formulir permohonan SIUP yang ditujukan kepada 
Bupati Enrekang Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Enrekang 
dengan materai Rp. 6000,-;  
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2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau 
penanggung jawab perusahaan;  
3. Fotocopy NPWP perusahaan;  
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat 
Izin Gangguan.  
5. Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha 
perusahaan;  
6. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat;  
7. Akta pendirian perusahaan (khusus untuk usaha yang 
berbadan hukum);  
8. Rekomendasi dari Instansi teknis (khusus usaha tertentu);  
9. Foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan 
ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar.  
Perrmohonan untuk pendaftaran ulang izin usaha perdagangan 
(SIUP):  
1. Mengisi formulir pendaftaran ulang SIUP yang ditujukan 
kepada Bupati Enrekan Cq. Kepala Badan pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Enrekang dengan materai Rp. 6000,-;  
2. SIUP asli;  
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3. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan 
terbatas);  
4. Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha 
perusahaan;  
5. Foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan 
ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar.  
Pelayanan perizinan merupakan salah satu bagian penting dalam 
sektor pelayanan publik di Kabupaten Enrekang mengingat cukup 
tingginya kebutuhan masyarakat atas izin mendirikan bangunan (IMB) 
maupun izin usaha perdagangan (SIUP). Oleh karena itu, Pemerintah 
Kabupaten Enrekang melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Enrekang dituntut bukan hanya mampu 
menyelenggarakan namun dapat lebih memudahkan masyarakat dalam 
melakukan proses permohonan perizinan baik IMB maupun SIUP.  
Syarat penyelenggaraan perizinan merupakan hal pertama yang 
harus dipenuhi masyarakat agar permohonan izin yang diajukan kepada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Enrekang dapat diproses. Jadi sudah seharusnya syarat ini harus ada, 
tetapi bukan untuk memberatkan masyarakat. 
Seperti yang diungkapkan oleh Firman Hasri SE selaku Kepala 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Enrekang:  
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“Permohonan atas IMB dan SIUP di Kabupaten Enrekang cukup 
tinggi karena bangunan merupakan kebutuhan pokok masyarakat 
khususnya rumah hunian, dan potensi wilayah Kabupaten Enrekang yang 
begitu beragam akan banyak menarik minat untuk mendirikan usaha 
perdagangan. Permohonan kedua izin ini cukup tinggi dikantor ini, 
sehingga kami harus betul-betul menyeleksi dan menetapkan syarat yang 
tepat. Syarat-syarat ini bukan untuk membatasi tetapi untuk menghindari 
tindakan-tindakan tidak bertanggungjawab”40 
Kemudahan yang telah diberikan dalam hal persyaratan 
penyelenggaraan perizinan ini tentu dapat memberikan dorongan positif 
bagi masyarakat di Kabupaten Enrekang untuk lebih percaya kepada 
pihak penyelenggara perizinan, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Enrekang. Seperti yang 
diungkapkan oleh Sudarman yang mengurus SIUP untuk usaha dagang 
yang dikelolanya:  
“Sekarang mengrurus perizinan untuk usaha tidak sesulit dulu lagi. 
Sebelumnya jika mengurus izin usaha saya harus mendatangi beberapa 
dinas dan setiap dinas memiliki syarat yang bermacam-macam padahal 
kalau dilihat syaratnya hampir serupa di setiap dinas. Bulan lalu saya 
mengurus izin usaha saya dan ternyata syaratnya sudah tidak sebanyak 
                                                          
40  Selasa,23 mei 2017 pukul 10.00 
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dulu, kalau kata petugas yang menjelaskan ini namanya pelayanan 
terpadu satu pintu”41  
Pada sistem non terpadu sebelumnya masyarakat di haruskan 
memperoleh izin atau rekomendasi dari instansi-instansi terkait agar 
perizinan yang dimohon dapat diproses, kenyataannya syarat-syarat dari 
beberapa instansi ternyata tumpang tindih sehingga dirasa oleh 
masyarakat seolah-olah memberatkan. Melalui sistem pelayanan 
perizinan terpadu secara satu pintu di Badan Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal masalah-masalah pada sistem non-terpadu 
sebelumnya sudah dapat teratasi dan juga akan merubah pandangan 
masyarakat terhadap proses penyelenggaraan perizinan di Kabupaten 
Enrekang.  
Sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini 
penyelenggaraan perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal seharusnya memang mampu merespon dan 
memberikan solusi konkrit atas masalah atau kendala yang dihadapi 
masyarakat dalam mengrurs izin yang dibutuhkannya. Keberadaan 
layanan pengaduan ini bukan hanya di peruntukkan untuk masalah teknis 
yang dihadapi oleh masyarakat, tetapi juga untuk menerima pengaduan 
masyarakat atas pelayanan maupun perlakuan aparat penyelenggara 
perizinan, dimulai dari tahap permohonan izin sampai terbitnya izin.  
                                                          
41 Selasa,23 mei 2017 pukul 10.00 
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c. Pengaturan Biaya Pelayanan Perizinan Dikantor Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Biaya pelayanan perizinan yang dimaksud di sini adalah besaran 
biaya administrasi yang ditetapkan untuk setiap pelayanan perizinan, 
sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata 
cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya. 
Selama ini banyak yang menganggap bahwa penetapan biaya 
untuk layanan perizinan tidak wajar dan kadang mengada-ada, oleh 
karenanya dibutuhkan ketetapan yang transparan untuk biaya pelayanan 
perizinan. Sehingga dengan adanya kepastian akan biaya pelayanan 
sangat penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk 
mengurus perizinan yang dibutuhkannya.  
d. Pengaturan Pengaduan Pelayanan Perizinan Dikantor 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Sesuai Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
TUPOKSI (Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas) dalam Pasal 7 
menyatakan bahwa : 
1) Seksi Informasi & Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi mempunyai Tugas Pokok membantu 
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Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di Bidang 
Informasi & Pengaduan Masyarakat; 
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnis di 
Bidang Informasi Perizinan dan Pelayan Perizinan 
dan Non Perizinan; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnis di 
Bidang Pengaduan Masyarakat; 
c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang 
Informasi dan Pengaduan Masyarakat. 
3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan 
Masyarakat mempunyai urain tugas sebagai berikut : 
a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan 
ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan 
tugas; 
b. Menyusun pedoman pelaksanaan tugas kegiatan 
Informasi dan Pengaduan Masyarakat ; 
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c. Memberikan dan menyediakan Informasi tentang 
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan 
kepada masyarakat; 
d. Menyebarluaskan Informasi tentang Keberadaan, 
Penyelenggaraan dan Pelayanan Kegiatan Perizinan 
dan Non Perizinan Kepada Masyarakat luas dalam 
lingkup Kabupaten. 
e.  Menerima, menginventarisasi dan menyampaikan 
kepada Kepala Kantor tentang hasil Pengaduan 
Masyarakat untuk ditindak lanjuti; 
f. Melakukan konsultasi dan Kejasama dengan 
Instansi/Lembaga terkait dalam rangka 
penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengaduan 
Masyarakat; 
g. Mengolah Administrasi Informasi dan Pengaduan 
Masyarakat dengan mengacu pada Prinsip 
Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Keamanan 
Berkas; 
h. Menginventarisir Permasalahan dan menemukan 
pemecahannya pada Seksi Informasi dan Pengaduan 
Masyarakat;\ 
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i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh atasan sesuai Tugas Pokok dan 
Fungsinya. 
 
 Apabila terjadi restitusi atau pengaduan masyarakat, petugas yang 
ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus segera 
memproses restitusi dan/atau pengaduan masyarakat berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
 Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan 
yang diberikan petugas, perlu disediakan akses kepada masyarakat 
untuk menyampaikan informasi, pendapat, komplain/pengaduan 
dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos atau satuan tugas 
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penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan 
pengaduan masyarakat. 
 Setiap orang menyampaikan pengaduan, baik secara tertulis 
maupun secara langsung kepada pejabat/petugas penerima 
pengaduan diberikan tanda bukti pengaduan. 
 Pada tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan petugas 
yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan 
tersebut dalam jangka waktu penyelesaiannya. 
 Masukan dari masyarakat, baik berupa informasi, saran, pendapat, 
tanggapan dan/atau pengaduan hendaknya ditindaklanjuti dengan 
langkah-langkah dan upaya perbaikan pelayanan oleh unit 
pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan. 
 Apabila dalam pengaduan terdapat masyarakat yang dirugikan, 
perlu dipertimbangkan pemberian kompensasi. 
 Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media elektronik oleh 
masyarakat harus disampaikan secara jelas dan bertanggungjawab 
dengan menyebutkan nama, alamat dan identitas yang sah (bukan 
“Surat Kaleng”). 
 Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang 
dilakukan oleh petugas pelayanan, maka perlu diberikan sanksi 
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kepada petugas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan perundang-undangan. 
 
B. Penerapan Asas Kecepatan,  Kemudahan, dan Keterjangkauan  
Pada Pelayanan Perizinan dikantor Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
Pembahasan kali ini peneliti akan menguraikan penerapan asas 
kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan pada pelayanan perizinan 
dikantor penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu. 
Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan kepala bidang 
perizinan Rijal  
Munurut kepala bidang perizinan rijal selama berdirinya Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang 
“Ini menjadi lebih mudah dan tidak mempersulit lagi masyarakat 
yang akan membuat suatu izin. Karena di dinas penanaman modal 
pelayanan terpadu satu pintu ini diberikan kewenangan untuk melayani 
semua bentuk perizinan yang ada di kabupaten Enrekang berdasarkan 
Peraturan Bupati.” 
Dari uraian tersebut serta penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti sendiri, maka pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan 
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terjangkau yang terjadi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu di Kabupaten Enrekang, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1) Kecepatan  (Cepat) 
 Syarat dan mekanisme yang yang di tetapkan dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan tentu akan berimbas terhadap 
waktu untuk menyelesaikan proses perizinan yang dibutuhkan 
masyarakat. Jangka waktu yang dimaksud di sini, yaitu waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan mulai dari pendaftaran dan 
dilengkapinya/dipenuhinyapersyaratan teknis dan atau persyaratan 
administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.  
 Sudah tentu harapan masyarakat adalah memperoleh perizinan 
yang dibutuhkannya secepat mungkin sesuai harapannya.Harapan 
masyarakat untuk jangka waktu perizinan yang dibutuhkannya, kemudian 
berupaya di penuhi oleh pemerintah melalui penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu. 
 Salah satu prinsip dalam pelayanan terpadu satu pintu adalah 
kepastian waktu (Cepat), yang berarti pemrosesan permohonan perizinan 
dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan 
tanpa memperhatikan skala usaha pemohon, prinsip ini juga yang harus 
dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Enrekang selaku Badan penyelenggara pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Enrekang. 
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 Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Usaha 
Dikantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Enrekang 
 “Persoalan waktu pemerosesan izin kami sudah cukup transparan, 
masyarakat atau pemohon perizinan bisa melihat sendiri standar waktu 
yang kami pajang di bagian  
informasi. Kalau memang ada yang tidak sesuai silahkan sampaikan ke 
layanan pengaduan”. 42 
 Berikut ini wawancara dengan salah satu petugas di bagian 
pemrosesan izin mengatakan bahwa : 
 “Pemohon yang melakukan izin pemrosesannya rata-rata sesuai 
dengan standar yang ditetapkan kantor, kecuali jika ada masalah di dalam 
mengisi formulir, biasanya surat izin pemrosesan terlambat jika konfirmasi 
dari pemohon lambat ditanggapi. Tetapi jika konfirmasi dilakukan 
secepatnya, pemrosesan tetap berjalan sesuai dengan standar kantor. 
Karena jika mendapat permasalahan tersebut, kami langsung 
menghubunginya melalui telepon.”43 Di bagian informasi Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal telah dipajang 
papan yang berisi standar waktu untuk setiap perizinan.Hal ini diharapkan 
                                                          
42 Rabu,24 Mei 2017 pukul 10.00 
43 Rabu,24 Mei 2017 pukul 10.00 
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dapat lebih memberikan jaminan kepada masyarakat atas izin yang 
dibutuhkannya. 
2) Kemudahan  (Mudah) 
 Kesederhanan yang dimaksud disini adalah proses pelayanan 
public yang tidak berbelit-belit,mudah dipahami dan mudah di mengerti. 
 Dalam wawancara dengan Hadjiah Syam salah seorang aparat 
pelayanan perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Enrekang yang bertugas di bagian informasi dikutip: 
 “Mekanisme pelayanan perizinan dikantor kami sebenarnya sudah 
sangat jelas dan mudah karena pemohon yang ingin melakukan izin akan 
dibimbing langsung oleh pegawai kami. Selain itu, mekanisme pelayanan 
juga dibiasanya kami terbitkan melalui media massa yaitu koran ataupun  
televisi lokal, agar masyarakat dapat mengetahui cara melakukan 
perizinan.”44  
Mekanisme pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Enrekang sudah cukup baik 
dibandingkan dengan sebelumnya, karena masyarakat tidak lagi 
mendatangi banyak kantor yang memiliki prosedur berbeda di setiap 
kantor. 
                                                          
44 Rabu,24 Mei 2017 pukul 10.00 
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 Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ridwan, 
seorang pemohon yang ingin mengajukan izin usaha yang didirikannya:  
 “Saya mengurus SIUP untuk usaha yang akan saya jalankan, 
karena sebelumnya teman saya juga melakukan pengurusan izin usaha 
dan mengatakan pengurusannya sangat rumit karena banyaknya kantor 
yang harus di datangi, tetapi setelah saya datang di kantor Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepengurusannya masih cukup 
rumit. Karena saya harus keluar dari kantor Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, untuk urusan yang lain yang terkait pengurusan SIUP 
saya  dan untuk pembayaran dan pengambilan surat izin saja di tempat 
yang berbeda karena Pembayaran terkait kepengurusan isin harus ke 
bank terkait dan setelah itu harus kembali lagi ke kantor tersebut untuk 
mengambil surat izin.” 45 
3).Keterjangkauan 
 Biaya pelayanan perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah besaran biaya administrasi yang ditetapkan untuk setiap 
pelayanan perizinan, sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum 
yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 Selama ini banyak yang menganggap bahwa penetapan biaya 
untuk layanan perizinan tidak wajar dan kadang mengada-ada oleh 
                                                          
45 Rabu,24 Mei 2017 pukul 10.00 
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karena itu dibutuhkan ketetapan yang transparan untuk biaya pelayanan 
perizinan. Sehingga dengan adanya kepastian akan biaya pelayanan 
sangat penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk 
mengurus perizinan yang dibutuhkannya.  
 Di samping itu juga untuk memperbaiki pandangan masyarakat 
atas pelayanan perizinan yang selama ini dianggap tidak wajar dalam 
penetapan biaya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BIdang 
Pelayanan Perizinan Non Usaha Rijal SE bahwa:  
 “Banyak yang beranggapan bahwa biaya pelayanan publik terlalu 
mahal apalagi pelayanan perizinan. Oleh karena itu dengan 
menggratiskan biaya pelayanan bertujuan untuk lebih meringankan 
masyarakat dalam mengurus perizinan, dan kami berharap ke depannya 
tidak akan lagi ada usaha yang tidak memiliki izin”.46  
Berikut ini wawancara dengan Ibu NURAINI SE selaku Kepala 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Enrekang, menyatakan: 
 “Masyarakat tidak perlu khawatir untuk jenis perizinan yang 
dikenakan biaya retribusi karena di kantor ini telah tersedia tabel untuk 
penghitungan biaya retribusi setiap perizinan. Disamping itu, masyarakat 
hanya membayar biaya retribusi di loketBank Sulselbar yang ada di kantor 
                                                          
46 Rabu,24 Mei 2017 pukul 10.00 
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bukan lagi kepada petugas yang menyerahkan izin.”47  
Tanggapan yang diberikan masyarakat untuk biaya pelayanan di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupeten 
Enrekang juga cukup positif dengan menggratiskan biaya pelayanan dan 
lebih terbuka dalam penetapannya. Seperti yang disampaikan oleh Hj. Lija  
bahwa:  
 “Saya datang di kantor mengurus SIUP untuk usaha kontruksi milik 
saya, awalnya saya mengira biayanya cukup mahal tapi ketika saya akan 
mengambil surat izinnya ternyata untuk SIUP tidak dikenakan biaya, 
hanya biaya pembelian materai, tidak ada biaya lain yang diminta oleh 
petugusnya.” 48 
 Komunikasi yang baik antara petugas dan pemohon tentu akan 
berimbas terhadap tanggapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan 
yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu sebaiknya 
disamping melayani aparat pelayanan juga dapat membantu memberikan  
penjelasan kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan.  
 Hal lain yang diungkapkan oleh Dahria aparat yang bertugas  
di bagian informasi yang mengatakan bahwa : 
                                                          
47 Rabu,24 Mei 2017 pukul 10.00 
48 Kamis 24 Mei 2017 pukul 10.00 
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 “Tidak ada biaya yang diberikan kepada petugas yang 
menyerahkan izin usaha.Tetapi, biasanya ada masyarakat yang 
memberikan uang sukarela sebagai ucapan terima kasih.”49  
Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan tentu harus berjalan 
lurus dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Budaya tip dan kebiasaan memberi sogokan 
yang masih sering dilakukan oleh masyarakat malah sebaliknya akan 
memberikan dampak negatif terhadap upaya pemerintah dalam perbaikan  
pelayanan publik. Atas fenomena masih banyaknya masyarakat yang 
memberikan biaya untuk memperoleh perlakuan khusus dan juga tip 
kepada petugas, Rijal SE merespon keras dengan menyatakan: 
 “Jika kami menemukan ada petugas yang menerima uang yang di 
berikan oleh masyarakat baik tip maupun untuk memperoleh perlakuan 
khusus tentu akan ditindak tegas, karena sekecil apapun yang diberikan, 
itu tetaplah suap dan jelas melanggar peraturan. Karena itu kami telah 
menghimbau kepada seluruh petugas untuk tidak menerima apapun 
yangdiberikan oleh pengguna jasa, dan jika masih ada yang memberikan 
kami berharap petugas pelayanan dapat memberikan penjelasan tentang 
peraturan yang berlaku.  
 Standar untuk biaya pelayanan yang ditetapkan oleh Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
                                                          
49 Kamis 24 Mei 2017 pukul 10.00 
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Enrekang tentu harus menjadi pegangan bagi setiap pegawainya agar 
dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 Penyelenggaraan layanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) 
dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Enrekang dianggap telah 
memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat untuk 
memiliki legalitas atas kegiatan yang dilaksanakan, baik usaha maupun 
non usaha. Di sisi lain tentu hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah 
melalui biaya retribusi atas perizinanyang yang di berikan. 
4.1Tabel Hasil Wawancara (Masyarakat) 
Pertanyaan No. Nama Izin keterangan 
Apakah 
dalam 
Pembuatan 
atau 
Pemberian 
Izin dikantor 
PTSP 
Kabupaten 
Enrekang 
sudah sesuai 
1.  
Sudarman 
SIUP (Surat Izin 
Usaha 
Perdagangan) 
 
Sesuai 
 
2.  
Samsuddin 
SIUP (Surat Izin 
Usaha 
Perdagangan) 
 
Tidak Sesuai 
3.  
Arifuddin 
SIUP (Surat Izin 
Usaha 
Perdagangan) 
 
Tidak Sesuai 
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Pertanyaan No. Nama Izin keterangan 
dengan 
aturan atau 
prosedur 
ditetapkan 
oleh Undang-
Undang 
ataupun 
Perda? 
4.  
Suryadi 
IMB (Izin 
Mendirikan 
Bangunan) 
 
Tidak Sesuai 
5.  
Abdullah 
IMB (Izin 
Mendirikan 
Bangunan) 
 
Sesuai 
6.  
Normayanti 
IMB (Izin 
Mendirikan 
Bangunan) 
 
Tidak Sesuai 
7.  
Sadaria 
IMB (Izin 
Mendirikan 
Bangunan) 
 
Tidak Sesuai 
8.  
Anjani 
SITU (Surat Izin 
Tempat Usaha) 
 
Tidak Sesuai 
9.  
Hendra 
SITU (Surat Izin 
Tempat Usaha) 
 
Tidak Sesuai 
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Pertanyaan No. Nama Izin keterangan 
10. Anno SITU (Surat Izin 
Tempat Usaha) 
 
Sesuai 
 
11.  
Nurfadillah 
SITU (Surat Izin 
Tempat Usaha) 
 
Tidak Sesuai 
12.  
Murtafiah 
SITU (Surat Izin 
Tempat Usaha) 
 
Tidak Sesuai 
13.  
Azis 
SITU (Surat Izin 
Tempat Usaha) 
 
Sesuai 
14.  
Nurjannah 
Izin Pemasangan 
Reklame 
 
Tidak Sesuai 
15.  
Baharuddin 
Izin Pemasangan 
Reklame 
 
Tidak Sesuai 
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Pertanyaan No. Nama Izin keterangan 
16. Syamsi Izin Pemasangan 
Reklame 
 
Sesuai 
17.  
Rosmalia 
Izin Pemasangan 
Reklame 
 
Sesuai 
18.  
Suherman 
Izin Pemasangan 
Reklame 
 
Tidak Sesuai 
19  
St.Riska 
HO (Izin 
Gangguan) 
 
Sesuai 
20.  
Tajuddin 
HO (Izin 
Gangguan) 
 
Sesuai 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1) Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Enrekang nomor 6 Tahun 
2010 yang menjelaskan tentang Prosedur Pelayanan Perizinan 
Dikantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
Adapun Syarat penyelenggaraan perizinan merupakan hal 
pertama yang harus dipenuhi masyarakat agar permohonan izin 
yang diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Enrekang dapat diproses. Jadi 
sudah seharusnya syarat ini harus ada, tetapi bukan untuk 
memberatkan masyarakat.  
Dalam hal biaya pelayanan perizinan yang besaran dan tata cara 
pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan 
lainnya. Serta Pengaturan lanjutan dalam pelayanan perizinan ini 
yang mana mengatur tentang Pengaduan terhadap Pelayanan 
Perizinan diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang TUPOKSI (Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian 
Tugas) dalam Pasal 7. 
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2) Sistem pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) di Kabupaten 
Enrekang dapat dilihat dari mekanisme pelayanan perizinan dan 
Asas Hukum cepat, mudah, dan biaya ringan. Dengan melihat 
kedua hal tersebut di atas dan respon yang diberikan masyarakat 
Kabupaten Enrekang atas pelayanan yang diselenggarakan oleh 
BP2TPM menunjukkan bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten 
Enrekang telah mengalami perbaikan namun masih memiliki 
kekurangan karena masih terdapat beberapa masyarakat 
masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang dilakukan 
melalui penerapan system pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 
B. Saran 
1) Perlu adanya  penambahan aparat pelaksana di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Kabupaten Enrekang, 
agar pembagian kerja dapat berjalan dengan baik dan tentunya 
sesuai dengan system perekrutan yang telah di atur dalam 
Undang-undang yang berlaku.  
2) Sarana dan prasarana yang ada di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Enrekang perlu untuk 
di lengkapi, agar lebih mendukung kinerja para aparat pelaksana 
pelayanan dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat 
pengguna layanan. 
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